vt ay \\"'\\m\l.‘

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN
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REPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA CIMAHI

NOMOR @ 21,9/ Kep. A444-DISDIK/2018

TENTANG

12N OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDI KAN ANAK USIA DINI

KREPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

Menimbang YA,

C.

Mengingat : 1.

bahwa  penyelenggaraan pendidikan diarahkan
untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan
penyelenggaraan® pendidikan merupakan tanggung
jawab  pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua
dan masyarakat,

bahwa dalam pelaksanaan  otonomi daerah,
pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi
wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah,
schingga Pemerintah Daerah berwenang mengatur
penyelenggaraan  pendidikan untuk memberikan
kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan /atau
pengelolaan pendidikan yang ada di daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
tentang  lzin  Operasional Lembaga  Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintah
Daerah Berhak Menetapkan Peraturan Daerah Dan
Peraturan-Peraturan Lain  Untuk Melaksanakan
Otonomi Daerah Dan Tugas Pembantuan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran
Negara Republik Indonegsia Tahun 2001 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4116);

Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 16
Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2001 Nomor 112
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia;
Nomor 4132) sebagaiamana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4430);



=

0.

Undang-Undang Republik Indone;ig Non:or‘ 20
Tahun 0003 tentang Sistem Pez1d1§11kan P.as':onal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOO_;'B_
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Q4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7 Undang-UndangL Republik Indonesia Nomer 35

tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105) sebagaiamana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun .2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60

Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini
Holistik-Integratif;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

11. Peraturan Menteri Pendidikan

Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;

. : dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang
Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor
179).



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Perpanjangan [zin ()])(‘l‘.’l.‘%l()’l\lf’li
raman Kanak-Kanak (TK)
Tanggal 1 Juli 2018; |
ga Tanggal 18 Juli
MAKEDONIA dapat
lidikan Anak

1. Proposal permohonan :
0l"f'/'l‘l(l\'—l\fl/l’mhl'l/?.()lH

TK MAKEDONIA Nomor .

Laporan Tim Verifikasi Lemba
2018 tentang persyaratan, TK )
diberikan persetujuan Operasional Penc S
Usia Dini yang diselenggarakan masyaralmi.,p\ ( f]" |
ketentuan bahwa izin penyelenggaraan [(;‘I b(., )ru.
dapat diberikan dalam batas-batas dan -ketu?tudn
hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

ro

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI
TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : TK MAKEDONIA

Alamat : Gang Karangsari No.29 RT 04 RW 02
Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan

Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK

Kepala TK : ANNY DOLUDEA, S.Pd

Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai bulan Juli
Tahun 2018 dan berakhir sampai dengan bulan Agustus
Tahun 2021

Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
sesuai kurikulum dan Standar PAUD;

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan
ketentuan menurut model yang ditentukan;

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-
lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cimahi
padla tanggal : Juli 2018

Pembina Tk.]
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